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ABSTRAK 

Kota Denpasar, sebagai ibu Kota Provinsi Bali, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas 

pembangunan yang intensif. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menerapkan 

strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan praktik modern. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran, 

pengelolaan limbah, dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Melalui 

pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah meluncurkan berbagai inisiatif, 

termasuk program edukasi masyarakat dan proyek pertanian perkotaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Namun, tantangan seperti 

rendahnya kesadaran publik dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala. Kesimpulannya, untuk 

mencapai keberlanjutan yang diinginkan, diperlukan peningkatan dalam keterlibatan masyarakat dan 

dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. 

Kata kunci : Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konservasi SDA, Kota Denpasar 

 

ABSTRACT 

Denpasar City, as the capital city of Bali Province, faces serious challenges in environmental 

management and natural resource conservation due to population growth and intensive development 

activities. In this context, the local government is committed to implementing sustainable development 

strategies that integrate local values with modern practices. This study aims to explore the role of local 

government in addressing pollution, waste management, and community involvement in natural 

resource conservation. Through a descriptive qualitative approach, data were collected from interviews, 

observations, and document analysis. The results show that the Denpasar City Government has 

launched various initiatives, including community education programs and urban agriculture projects 

aimed at increasing community participation in resource management. However, challenges such as 

low public awareness and limited resources are obstacles. In conclusion, to achieve the desired 

sustainability, an increase in community involvement and stronger policy support from the government 

are needed. 
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Pendahuluan  
Kota Denpasar, sebagai ibu Kota Provinsi Bali, memiliki kekayaan alam dan 

keanekaragaman hayati yang tinggi dan kaya akan prawisatanya. Namun, dengan 

pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat, Kota ini menghadapi tantangan serius dalam 

pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Aktivitas pembangunan 

yang intensif, urbanisasi, dan peningkatan limbah telah menyebabkan masalah lingkungan 

seperti pencemaran, penggundulan hutan, dan penurunan kualitas air. Keberadaan sumber 

daya alam, tanah, dan sumber daya lainnya menentukan aktivitas manusia sehari-hari. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Di sisi lain, ada pula aktivitas manusia yang 

sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan sekitar (Andriansyah, 

Sulastri, and Satispi 2021). Melalui inisiatif pembangunan berkelanjutan, Pemerintah daerah 

berkomitmen untuk mengintegrasikan filosofi lokal dengan praktik keberlanjutan modern, 

sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 

Ada pun tantangan besar dalam pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam 

akibat pertumbuhan populasi dan industri pariwisata. Dalam konteks ini, kebijakan publik 

yang efektif sangat penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sampah 

padat kota (MSWM) merupakan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, yang masih kekurangan regulasi, infrastruktur, dan dukungan ekonomi serta 

sosial. Studi ini berfokus pada instrumen sosial, terutama kesadaran publik dan perubahan 

perilaku, untuk meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan sampah, sambil mengakui 

pentingnya instrumen lain seperti infrastruktur dan regulasi (Etim 2024). Tantangan serius 

dalam pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam akibat pertumbuhan populasi 

dan industri pariwisata. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melaporkan 

bahwa rata-rata sampah harian mencapai 850 ton, dengan hanya 22 persen yang diolah 

melalui komposting dan 128 bank sampah. Kadis DLHK, I Ketut Wisada, menekankan 

perlunya inovasi dalam penanganan dari hulu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

sampah, mengingat sebagian besar sampah masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) (Tribun 2024). 

Menurut Andri Gunawan Wibisana bahwa antroposen menunjukkan adanya tanggung 

jawab (responsibility) dan mendorong individu atau komunitas untuk bertindak. Selain 

itu, antroposen mempergaruhi bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, 

karena mereka tidak hanya mengakui hak asasi manusia semata-mata, tetapi juga secara 

substansi perlu memberikan legalitas jaminan hak lingkungan hidup. Pemberian pengakuan 

terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia secara substansial diperlukan (Susanto 

2024). Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kebijakan hijau berkembang dalam dua tahap. 

Pertama, gagasan kebijakan hijau muncul pada tahun 1970 karena kesadaran akan pentingnya 

melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan. Tahap kedua membawa kebijakan 

hijau ke dalam peraturan perundang-undangan, yang memberi mereka kekuatan hukum 

yang mengikat (Asshiddiqie 2009). 

Dengan melaksanakan program tata kelola lingkungan yang berfokus pada konservasi 

sumber daya limbah, pengurangan limbah, pendidikan, nilai-nilai, kesehatan, dan kecukupan 

ekonomi Kota ini juga berfokus pada strategi dan kebijakan mitigasi perubahan iklim, 

termasuk alokasi dana pengurangan risiko bencana, perencanaan adaptasi perubahan iklim, 

dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (Indal and Arriola 2024). Pemerintah 
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Kota Denpasar bertekad menjadi kota berkelanjutan pada tahun 2040, dengan mengusung 

filosofi tradisional dan inovasi keberlanjutan untuk mengelola sumber daya alam secara adil 

dan berkelanjutan modern (Liu and Tao 2020). Kota ini telah mengadopsi strategi lingkungan 

yang luas untuk menyatukan fungsi dan tanggung jawab lingkungan, dengan menekankan 

pengurangan limbah, penggunaan kembali, dan proyek daur ulang tidak mengorbankan 

ekosistem dan keanekaragaman hayati (Netherwood and Shayler 2014). 

Pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development), dengan meningkatnya 

populasi dan urbanisasi, tantangan lingkungan seperti pencemaran, pengelolaan limbah, dan 

kerusakan ekosistem semakin mendesak untuk diatasi (Sudirman & Phradiansah, 2019 ; 

Brophy 2014). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan serta melindungi SDA yang ada 

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan lingkungan dan regulasi 

yang dapat mencegah degradasi lingkungan. Mereka menggunakan kekuasaan hukum untuk 

mengelola lingkungan perkotaan dan pedesaan dengan lebih efektif (Casado 2023). 

Desentralisasi memungkinkan Pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan 

konservasi dengan kebutuhan daerah, memastikan bahwa kebijakan nasional disesuaikan 

dengan konteks daerah. Pendekatan ini telah berhasil di daerah lain dan dapat diterapkan di 

Denpasar untuk meningkatkan upaya konservasi daerah(Falleth and Hovik 2009). Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan yang 

berorientasi pada partisipasi masyarakat (Wahanisa and Adiyatma 2021). Sistem pengelolaan 

lingkungan yang didasarkan pada pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara khusus, melalui pembagian kekuasaan 

keuangan dan administratif yang terkait dengan perlindungan lingkungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, berbagai pemerintah diberi hak untuk campur tangan dalam 

urusan lingkungan, dan kerja sama (Wu et al. 2020). 

Harapan atau tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hukum Lingkungan di 

era otonomi daerah adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah perkotaan dan 

pedesaan, jangan sampai sebaliknya justru menimbulkan masalah baru yaitu kerusakan 

lingkungan. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan 

ini. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam 

menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan. Melalui peraturan yang tepat, 

program edukasi masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta 

penggunaan teknologi modern, pemerintah daerah dapat mengelola lingkungan hidup 

dengan lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai strategi dan 

inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dan konservasi 

sumber daya alam di Kota Denpasar. 

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis 

berbagai strategi dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Denpasar dalam 

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Dalam penelitian 

terdahulu telah menyoroti berbagai strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah di 

beberapa wilayah di Indonesia, seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. 

Meskipun demikian, terdapat kekosongan dalam literatur mengenai keefektifan penerapan 

strategi ini secara keseluruhan, terutama dalam konteks keberhasilan penerapan secara 

komprehensif terhadap semua strategi yang direncanakan oleh karena itu penelitian ini 
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bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik Pemerintah Kota Denpasar dalam 

mengurangi pencemaran lingkungan dan mengelola limbah, serta mengkaji strategi 

kolaboratif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung konservasi 

sumber daya alam. Studi ini menawarkan pemahaman tentang sinergi kebijakan dan 

kolaborasi untuk mendorong pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kota Denpasar. 

 

Metode  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kepustakaan (library research) (Pratama 2023). Metode ini dipilih karena fokus penelitian 

adalah untuk memahami efektivitas dan strategi kolaboratif pemerintah kota denpasar 

melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti 

untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, 

artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi (Marasabessy 2016). 

 Proses penelitian ini dimulai dengan tahap Identifikasi Topik dan Tujuan Penelitian, di 

mana peneliti menentukan fokus penelitian yang berpusat pada analisis efektivitas dan 

startegi kolaboratif Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan utama penelitian ini adalah 

mengeksplorasi sejauh mana program ini berdampak pada pembangunan desa di Indonesia. 

Dalam tahap awal ini, perumusan topik dan tujuan memberikan arah yang jelas terhadap 

upaya analisis sejauh mana efektivitas dan startegi kolaborasi terhadap pengelolaan 

lingkungan hiddup ddan konservasi SDA. 

 Tahap kedua adalah Pengumpulan Data yang dilakukan melalui metode studi 

kepustakaan. Pengumpulan data ini melibatkan proses selektif berdasarkan kriteria inklusi 

yang dirancang secara cermat, yaitu relevansi topik penelitian, kualitas sumber, dan 

kredibilitas penulis. Studi kepustakaan menjadi metode utama karena sumber-sumber 

literatur yang relevan—termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan 

dokumen kebijakan—dapat memperkuat analisis mengenai pelaksanaa pengelolaan dan 

SDA. Dengan memilih literatur yang berkualitas dan kredibel, peneliti memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan memiliki validitas dan keterkaitan yang tinggi terhadap 

permasalahan penelitian. 

 Pada tahap ketiga, yaitu Analisis Data, peneliti menerapkan metode analisis isi (content 

analysis). Melalui teknik ini, informasi dari literatur dikelompokkan berdasarkan tema-tema 

kunci yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Proses analisis ini tidak hanya 

mencari pola atau konsep berulang tetapi juga menyoroti gagasan utama yang konsisten di 

berbagai sumber. Hasil dari proses ini adalah temuan-temuan tematik yang dapat 

memberikan jawaban konkret terhadap tujuan penelitian dan memperdalam pemahaman 

tentang program yang sedang dianalisis. Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, di 

mana peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh dari berbagai 

literatur. Kesimpulan ini tidak hanya menggambarkan efektivitas dan strategis kolaborasi 

pemerintah kota denpasar, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam mengenai 

dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Hasil akhir dari penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang memperkuat wawasan 

tentang kebijakan desa dan dampaknya, sehingga dapat menjadi rujukan untuk pengambilan 

kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang 
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Hasil dan Pembahasan 

1. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengatasi Pencemaran 

Lingkungan dan Pengelolaan Limbah  
Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan visi untuk menjadi kota berkelanjutan 

pada tahun 2040 dengan strategi yang menekankan pengelolaan sumber daya alam yang adil 

dan berkelanjutan, pengurangan limbah, serta proyek reuse dan daur ulang yang luas. Inisiatif 

ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sambil tetap menjaga 

ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada (Liu and Tao 2020). Dengan pendekatan ini, 

pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan 

ekonomi yang berfokus pada pariwisata, tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. 

Data Kementerian Lingkungan Hidup menujukan bahwa   sampah di Indonesia 

mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020, dan ini diperkirakan akan terus meningkat. Kota 

Denpasar adalah salah satu daerah yang mengalami masalah sampah dan menghasilkan 

banyak sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Denpasar meningkat setiap tahun 

sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan pertumbuhan industri pariwisata. 

Jumlah sampah meningkat pada akhir pekan karena banyaknya turis yang mengunjungi Kota 

Denpasar di Pulau Dewata. Dalam UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kewenangan dan tanggung jawab 

Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah. Serta berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 yaitu 

Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggaraan. Dalam Peraturan 

Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi Peraturan Daerah Kota 

Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Anjaswara, Suryawan, and 

Suryani 2020).  

Laporan Bank Dunia (1999) mencatat bahwa produksi sampah global mencapai 17 miliar 

ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 27 miliar ton pada 2050, dengan kota-kota 

dunia menghasilkan sekitar 3,4 miliar ton, setara dengan 0,74 kg per orang per hari (Elele dan 

Subanda, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan publik yang efektif sangat penting untuk 

mencapai keberlanjutan lingkungan. Selain itu, keberhasilan kebijakan publik dalam 

konservasi sumber daya alam di Denpasar juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. 

Melibatkan warga dalam pengelolaan sampah dan penggunaan sumber daya secara 

berkelanjutan merupakan langkah penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan(Pertiwi et al. 2019).  

Meskipun tidak ada perbandingan langsung dengan kota lain di Indonesia dalam 

abstrak yang disediakan, tantangan dalam pengelolaan limbah dan efektivitas kebijakan di 

berbagai kota seperti Pekanbaru dan Padang memberikan gambaran tentang kompleksitas 

yang dihadapi (Adlin et al. 2023). Kota-kota ini menghadapi berbagai tantangan terkait 

pengelolaan limbah, termasuk keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat yang 

rendah, yang juga mungkin relevan bagi Denpasar (Wahyuni et al. 2023). Kebijakan 

Pemerintah Kota Denpasar dalam menangani pencemaran dan pengelolaan limbah 

merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. 

Salah satu aspek kunci adalah penggunaan instrumen kebijakan dan kampanye kesadaran 

lingkungan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendidik masyarakat 

mengenai pentingnya pemilahan dan pengurangan limbah, yang telah terbukti efektif di kota 
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lain seperti Palarikovo, Slovakia. Kampanye ini berkontribusi pada pengurangan limbah yang 

masuk ke tempat pembuangan akhir (Montevecchi 2016). 

Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, maka Kota Denpasar menunjuk 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan 

sampah di Kota Denpasar juga melaksanakan segala tugas yang diberikan walikota dalam 

segala urusan mengenai lingkungan. Denpasar memiliki visi untuk menjadi kota 

berkelanjutan pada tahun 2040, dengan fokus pada proyek daur ulang dan pengurangan 

sampah yang luas. Kebijakan publik yang diterapkan, seperti sistem TPS 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan pengelolaan Bank Sampah, bertujuan untuk mengurangi limbah dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan (Liu and 

Tao 2020). Namun, tantangan seperti kurangnya anggaran publik dan kesadaran lingkungan 

di kalangan warga masih menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan ini, maka 

penting evaluasi kebijakan (Wahyuni et al. 2023). 

Evaluasi kebijakan merupakan kombinasi dari interpretasi, penilaian, dan penilaian. 

Mengevaluasi nilai dan kegunaan hasil kebijakan dalam pengertian ini berarti bahwa 

penilaian kebijakan perlu memberikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan tentang 

kinerja kebijakan. William Dunn menyatakan lebih jelas bahwa evaluasi membantu dalam 

pertimbangan nilai-nilai yang mendukung tujuan dan pemilihan target. Secara umum, suatu 

nilai dapat dipertanyakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyelidik mengenai 

tujuan dan kesiapan sasaran. Menurut William N. Dunn, ada enam kriteria untuk 

mengevaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan 

kelayakan (Yanti 2022). 

Dibawah ini adalah tabel dari data timbulan sampah di Provinsi Bali. Sistem 

pengelolaan sampah merupakan urusan yang wajib menjadi kewenangan dari Pemerintah 

Daerah Kota/Kabupaten. Pemerintah kota Denpasar mengambil Langkah untuk 

mengatasinya dengan menetapkan peraturan walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan kegiatan Reduce, Reuse dan juga Recycle melalui bank sampah (Sihombing, 

dkk.2023). 
Tabel 1 Data Timbulan sampah di Provinsi Bali 

Kota 2019 2020 2021 Total 

Jembrana 59.757 60.115 59.395 179.267 

Tabanan 84,247 84,247 84,247 252,741 

Badung 103,447 102,654 116,731 322,832 

Gianyar 158,91 160,182 141,337 460,429 

Bangli 39,43 39,777 40,479 119,686 

Karangasem 76,029 91,067 101,370 268,466 

Buleleng 122,337 124,791 123,771 370,899 

Denpasar 237,808 242,088 349,519 829,415 

Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional 2022) 

Berdasarkan tabel 1 di atas adanya timbulan sampah dalam 3 tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2019 hingga 2021 di provinsi bali dalam 8 kota/kabupaten yang ada di provinsi bali, 

Denpasar menjadi salah satu kota yang memiliki timbulan sampah paling banyak dan terus 

bertambah volumenya setiap tahun, pengelolaan sampah yang benar dan menunjukkan hasil 

yang signifikan adalah hal yang dibutuhkan untuk mengurangi timbulan sampah yang 
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semakin bertambah. Dalam mengatasi masalah sampah ini, sesuai dengan peraturan walikota 

Denpasar nomor 45 tahun 2020 dibuatnya bank sampah yang diharapkan dapat membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dengan mendaur ulang sampah yang 

memiliki nilai ekonomi. 

Hal ini diperkuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada 6 

Januari. I Ketut Wisada, Kadis DLHK, mengungkapkan bahwa rata-rata sampah harian 

mencapai 850 ton, dengan 22 persen diolah melalui komposting dan 128 bank sampah. 

Ditekankan perlunya inovasi dalam penanganan dari hulu untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan sampah jangka panjang. Maka diperlukan Pengelolaan sampah di hulu di Kota 

Denpasar masih kurang efektif, dengan hanya 22 persen sampah yang berhasil diolah dari 

sumbernya. Sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Tribun 2024). 

Produksi sampah kota yang besar dari berbagai sumber akibat pertumbuhan ekonomi 

merupakan tantangan signifikan bagi pengelolaan urban, terutama di negara berkembang 

seperti Indonesia, termasuk Kota Denpasar (Jaafarzadeh et al. 2024). Teknologi dan 

pengetahuan pengelolaan sampah yang masih kurang memadai memperburuk situasi ini 

(Gardiner and Hajek 2020). Dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan 

kondisi sosial-ekonomi, serta kontribusinya terhadap perubahan iklim, semakin sulit 

diabaikan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif dalam pengelolaan sampah dan 

konservasi sumber daya alam di Kota Denpasar sangat penting. Kebijakan yang baik dan 

partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, 

serta menjaga keseimbangan ekosistem di Bali. Selanjutnya, prinsip tata kelola lingkungan 

yang baik sangat penting untuk efektivitas pengelolaan limbah. Partisipasi dari semua 

pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah esensial 

untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif. Keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan memastikan bahwa program yang 

diimplementasikan relevan dengan kebutuhan lokal (Mariane et al. 2022). 

Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan 

tersebut. Beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran publik dan keterbatasan sumber 

daya keuangan, sering kali menghambat upaya pengelolaan limbah. Di Kota Padang, 

misalnya, masalah serupa telah diidentifikasi, di mana anggaran yang terbatas dan kurangnya 

perhatian masyarakat menghalangi efektivitas program (Adlin et al. 2023). Penggunaan 

teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Di Semarang, 

integrasi teknologi dengan sistem bank sampah telah berhasil dalam meningkatkan 

pengelolaan limbah non-domestik. Pendekatan serupa dapat diterapkan di Denpasar untuk 

mengoptimalkan sistem pengelolaan limbahnya (Wahyuni et al. 2023).Terakhir, intervensi 

perilaku sederhana, seperti penyediaan tempat sampah yang memadai dan kampanye 

informasi di lingkungan publik, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan 

kebersihan lingkungan (Ali, Hadi, and Somantri 2018).  Di Bharatpur, Nepal, intervensi 

semacam ini berhasil meningkatkan praktik pembuangan limbah yang lebih baik(Nepal et al. 

2023). Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan intervensi berbasis komunitas di 

Denpasar dapat membantu menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap 

pengelolaan limbah. 
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2. Strategi Kolaboratif Pemerintah Kota Denpasar Dalam Konservasi Sumber Daya 

Alam 
Pemerintah Kota Denpasar menerapkan strategi kolaboratif untuk melibatkan 

masyarakat dalam konservasi sumber daya alam, dengan fokus pada pertanian perkotaan 

berkelanjutan dan ketahanan terhadap risiko lingkungan. Salah satu langkah utama yang 

diambil adalah promosi pertanian perkotaan, yang mencakup pemeliharaan sawah produktif 

dan pengembangan kebun rumah menggunakan teknologi ramah lingkungan, meskipun 

lahan terbatas. Keterlibatan masyarakat sangat ditekankan, dengan adanya pemberian subsidi 

dan insentif untuk kegiatan pertanian serta penguatan lembaga penyuluhan untuk 

mendukung petani lokal (Idpo et al. 2023). Strategi ini juga menekankan pentingnya 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan 

yang terkait dengan konservasi sumber daya alam(Liu and Tao 2020). 

Selain itu, upaya pengurangan limbah melalui proyek reuse dan recycling juga dilakukan, 

menciptakan peluang bagi masyarakat dan mendukung berbagai industri(Liu and Tao 2020). 

Untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko lingkungan, pemerintah berfokus pada 

pengamanan lahan produksi dan upaya pencegahan banjir, dengan dukungan dari sektor 

swasta dan infrastruktur yang memadai(Agustianingsih, Ariyaningsih, and Shaw 2023). 

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek konservasi, keterlibatan pemangku 

kepentingan lokal menjadi kunci, memastikan bahwa ide dan kebutuhan mereka diperhatikan 

(Lauber, Decker, and Knuth 2008). 

Keterlibatan komunitas lokal sangat penting dalam upaya pengelolaan sumber daya 

alam yang sukses, karena memungkinkan kontribusi informasi berguna, wawasan 

perkembangan sejarah, dan upaya konservasi (Alieu 2010). Ketika masyarakat terlibat secara 

efektif, hal ini dapat meningkatkan kepemilikan, manfaat, dan dampak positif dari proyek 

konservasi. Di Denpasar, keterlibatan masyarakat terbukti berkontribusi pada keberhasilan 

upaya konservasi ketika diimplementasikan dengan tepat, berbeda dengan kasus di mana 

kurangnya keterlibatan mengakibatkan konservasi yang tidak efektif(Thaman et al. 2016). 

Pemerintah juga menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali 

masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif 

dalam kegiatan konservasi. Dengan pendekatan ini, Denpasar berupaya mencapai 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan(Sammy and 

Opio 2005). 

Namun, Pemerintah Kota Denpasar menghadapi tantangan dalam mendorong 

keterlibatan masyarakat. Tantangan ini termasuk kurangnya rasa memiliki terhadap proyek, 

yang sering kali berakhir pada kurangnya komitmen dan reaksi negatif dari 

masyarakat(Chirenje, Giliba, and Musamba 2013). Selain itu, perbedaan pandangan antara 

pemangku kepentingan akibat pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan yang beragam 

dapat menyulitkan desain program konservasi (Sammy and Opio 2005). Heterogenitas dalam 

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, yang dapat menghambat. 

Dampak keterlibatan masyarakat dalam konservasi sangat signifikan, termasuk 

peningkatan kepemilikan atas sumber daya dan inisiatif yang mengintegrasikan pengetahuan 

tradisional serta lokal ke dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan. 

Upaya konservasi yang berfokus pada masyarakat, seperti yang terjadi di Fiji, telah 

menghasilkan perbaikan mata pencaharian dan berdampak positif terhadap 
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lingkungan(Thaman et al. 2016). Keterlibatan komunitas lokal dalam inisiatif konservasi juga 

terbukti meningkatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan menciptakan sistem 

pengelolaan sumber daya alam yang dipimpin oleh masyarakat.                     

Pemerintah Kota Denpasar telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk melibatkan 

masyarakat dalam konservasi sumber daya alam, mencakup aspek konservasi air, pertanian 

berkelanjutan, dan pengelolaan ruang hijau perkotaan. Dalam hal konservasi air, pemerintah 

mendorong penggunaan teknik pengumpulan air hujan serta mengembangkan program 

pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan praktik penghematan air dengan 

mengedepankan filosofi "TRIHITA KARANA," yang menekankan harmoni antara manusia, 

alam, dan Tuhan (Sudiajeng et al. 2018). Sementara itu, untuk pertanian berkelanjutan, 

pemerintah mendukung pertanian perkotaan guna meningkatkan ketahanan pangan dan 

memfasilitasi kegiatan pertanian di lahan terbatas melalui pemeliharaan sawah dan 

pengembangan kebun rumah. Selain itu, pemanfaatan tanah kosong, terutama di daerah 

pesisir seperti muara Sungai Ayung, dijajaki untuk menciptakan ruang hijau yang 

memberikan manfaat rekreasi dan ekologi, melibatkan masyarakat, serta mendukung usaha 

kecil dan menengah (Idpo et al. 2023). Melalui inisiatif-inisiatif ini, pemerintah bertujuan 

untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan di Denpasar (Dharmadiatmika et al. 2023). 

Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam melalui berbagai strategi 

yang mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan dan keterlibatan komunitas. Salah 

satu langkah utama adalah dengan mendukung pertanian perkotaan, seperti pemeliharaan 

sawah produktif dan pengembangan kebun rumah, yang membantu memenuhi kebutuhan 

pangan sambil melindungi lahan pertanian dari tekanan urbanisasi(Idpo et al. 2023). Selain 

itu, Denpasar memprioritaskan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan limbah dengan 

program reuse dan recycling, yang menciptakan peluang kerja bagi warga lokal(Liu and Tao 

2020). Dalam hal ketahanan terhadap bencana, Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta 

untuk meningkatkan infrastruktur dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan 

banjir(Agustianingsih et al. 2023). Partisipasi publik juga menjadi fokus utama, di mana warga 

didorong untuk terlibat dalam perencanaan lingkungan, sehingga menciptakan rasa 

kepemilikan terhadap upaya konservasi(Hendee, Clark, and Stankey 2019). Dengan 

mengintegrasikan subsidi dan insentif bagi petani serta memasukkan praktik budaya 

tradisional dalam perencanaan ruang, pemerintah berupaya membangun keterlibatan 

masyarakat yang kuat dalam menjaga sumber daya alam di Denpasar(Wiryananda, Hasibuan, 

and Madiasworo 2018).  

 

Kesimpulan 
Pemerintah daerah Kota Denpasar memainkan peran krusial dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Di tengah tantangan urbanisasi dan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat, pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan praktik 

keberlanjutan modern dengan filosofi lokal, yang tertuang dalam rencana untuk menjadikan 

Denpasar sebagai kota berkelanjutan pada tahun 2040. Strategi yang diterapkan mencakup 

pengurangan limbah, daur ulang, dan pendidikan masyarakat, dengan fokus pada kolaborasi 

dengan pemangku kepentingan untuk mencapai efektivitas kebijakan. 

 Melalui pendekatan desentralisasi yang diatur oleh undang-undang, pemerintah 

daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan lingkungan dengan kebutuhan 
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lokal. Ini termasuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan mereka dalam 

proses pengambilan keputusan, dan memberikan insentif untuk kegiatan yang mendukung 

konservasi. Proyek pertanian perkotaan dan pengelolaan ruang hijau menjadi contoh konkret 

di mana masyarakat dapat berperan aktif, membantu menciptakan ketahanan pangan serta 

melindungi lahan dari tekanan urbanisasi. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran 

publik dan sumber daya terbatas masih menghambat efektivitas kebijakan yang diterapkan. 

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan untuk membekali 

masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam konservasi 

sumber daya alam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Denpasar dapat mencapai 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta 

menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. 
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